
I. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentang Pokok­ 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 304 IJ sebagaimana 
tetah diubab dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tabun 1974 tcntang Pokok-Pokok Kepcgawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 
Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 teruang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubab dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ncmor 54 
Tabun 1999 tcntang Pembcntukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

Mengingat 

a. babwa dalam rangka mcngembangkan potensi Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sarolangun pcrlu diadakan program tugas belajar dan 
izin belajar; 

b. babwa Pemcrintah Kabupaten Sarolangun da\am upaya 
peningkatan dan pengcmbangan sumber daya rnanusia 
lelah melaksanakan Program Pembcrian Tugas Belajar 
dan lzin Belajar Pemerintab Kabupatcn Sarolangun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam buruf a clan buruf b, perlu 
menetapkan Peracuran Bupati Sarolanguo; 

Menimbang - 
BUPATISAROLANOUN, 

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELA.JAR DAN !ZIN BELAJAR 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUIIOAN PEMERill'TAH DAERAH 

KABUPATEN SAROLANGUN 

PERATURAB BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 07 TAHUN 2012 

TENTANG 

BUPATISAROLANGUN 

.• ' : . ~-; 
, .• 
·-_1· 

• .,.. . "' ... 



( h'Jl'Jtll PSIAHIR!\~ BUl'.!.JI] 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tencang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimba.ogan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem 
Pendidi.kan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 430 I); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pcmcrintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Dae.rah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

10. Peraruran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 
Tahun 2008 temang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun 
(Lembaran Dacrah Kabupaten Sarolangun Tahun 
2008 Nomor 04) scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 
Tahun 2009 tcntang Pcrubahan Atas Peraruran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organssasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08); 

,­ .. 



Maksud dan rujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah: 
1. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keablian atau kompetcnsi 

tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan 
organisasi; 

2. meningkat pengctabuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan 
kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak lcrpisabkan dalam 
pengembangan karir seorang PNS. 

3. untuk mcningkatkan kompetensi, profesionalitas, disiplin, tanggung jawab 
dan integritas sena ltualitas sumbcr daya manusia Kabupaten Sarolangun 
yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan 
datang. 

• 

PasaJ 2 

BABil 
MAKSUD DAN TUJVAN 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan 

Pernerintah Oaerah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pejabat yang berwenang menetapkan kepurusan pemberian, perpanjangan 

dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin belajar di lingkungan 
Pemerintah Daerab Kabupaten Sarolangun ada.lah Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk olehnya. 

3. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan olcb pejabat yang 
berwcnang kcpada PNS untuk me.lanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negcri, bukan 
biaya sendiri, dao mcninggalkan rugas sehari-hari sebagai PNS. 

4. lzin belajar adalab izin yang diberikan pada PNS aktif Kabupaten 
Sarolangun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebib tinggi 
atau setara yang telah mcmcnuhi pcsyaratan yang te.lab ditetapkan. 

~, 5. Oaerab adalah Kabupaten Sarolangun. 
6. Pemerintah Dacrab adalah Bupati dan Pe.rangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pe.merintah Daerab. 
7. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

Pasal 1 

BABI 
KETEIITUAN UMUll 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANO 
PEDOMAN PEMBER.lAll TOGAS BELAJAR DAN IZIN 
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEOERI SIPIL DI UNOKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEl'f SAROLANGUN. 

Menetapkan 

MEVCITUSKAN: 

[ N'.!001 i>ERAl IJRM BUP I.ii] 
I. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor SE/ 18/M.PAN/5/2004 tentang Kete.ntuan 
Izin dan Togas Be.lajar Pegawai Negeri Sipil; 

2. Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Rcpublik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pemberian Togas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 

Memperhatikan 



(I) Beasiswa tugas belajar Strata ( SI J yang dapat dipertimbangkan untuk 
dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah : 
a. Pertambangan; 
b. Kesehatan; 

Pual6 

BABV 
PROGRAM STUD! 

swasta 

Sumber biaya tugas belajar adalah : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 
b. Anggaran Pendapatan daa Bclanja daerah ( APBD ); 
c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi 

nasional berbadan hukum; 
d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikar, 

PualS 
' 

Penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar clilakukan oleh : 
a. perguruan tinggi yang cliclirikan olch pcmerintah, baik bcrbentuk atau 

tidak bcrbentuk badan hukum milik negara maupun bcrbentuk badan 
hukum pendidikan; 

b. perguruan tinggi kedinasan; 
c. perguruan tinggi yang diclirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B 

clengan program srudi minimal te.rakreditasi B; atau 
d. perguruan tinggi negara asing/nega.ra sahabat yang diakui oleh negara 

yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia. 

Pual4 

BABIV 
PENYELENGGARAA.11 DAii SOMBER PEMBIAYAAJII 

{l l Tugas belajar diberikan kepada penerima. dengan kriteria : 
a. PNS yang masih aktif dan merniliki kemampuan dan kemauan untuk 

melanjutkan studinya schingga dapat memberikan ide, gagasan dan 
inovasi baru dalam pembangunan K.abupaten Sarolangun; 

b. Program studi yang diambil sesuai dengan sumber daya manusia yang 
dibutuhkan Pernerintah Kabupaten Sarolangun; 

c. Bekerja pada Pemeriatah Daerah Kabupatcn Sarolangun; 
(2) lzin belajar cliberikaa kepada pcnerima, dengan kriteria : 

a. Peadiclikan dilaksanakan cli luar jam dinas dan perkuliahan tidak 
menggangu kelancaran tugas kedinasan sehari-hari; 

b. Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersaogkutan; 
c. Ma,sa kerja minimal 2 (dua) tahun terbitung sejak cliangkat menjacli 

PNS; 
d. Tidak menunrut pc:nyesuaian ijazah apabila formasi tidak 

memungkinkan; 

Pual3 

BAB ID 
PENERIMA TUGAS BELAJAR, DAN IZIN BELA.IAR 



(1) Beasiswa rugas belajar Strata ( SJ J yang dapat dipertimbangkan untuk 
dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah : 
a. Penambangan; 
b. Kesehatan; 

Pasal 6 

BABV 
PROGRAM STUDI 

swasta 

Sumber biaya tugas belajar adalah. 
a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN t 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD ); 
c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusabaan/orgarusasi 

nasional berbadan hukum; 
d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, 

Pasal 5 

Penyelcnggaraan tugas bclajar dan izin bclajar dilakukan oleb : 
a. perguruan tinggi yang didirikan oleh pemenntah. baik berbentuk atau 

tidak berbentuk badan hukum mili.k negara maupun berbentuk badan 
hukum pendidikan; 

b. pcrguruan tinggi kedinasan; 
c. perguruan tinggi yang didirikan oleb masyarakat minimal terakreditasi 8 

dcngan program studi minimal terakreditasi B; atau 
d. perguruan tinggi ncgara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara 

yang bersangkutan clan Pemerintah Indonesia. 

Pasal 4 

BAB JV 
PENYELENGGARAA.lf DAN SUMBER PEMBIAYAAl'I 

( 1 l Tu gas belajar diberikan kepada pcnerima, dengan kriteria : 
a PNS yang masih aktif dan memiliki kemampuan dan kemauan umuk 

melanjutkan studinya sehmgga dapat memberikan ide, gagasan dan 
inovasi baru dalam pcmbangunan Kabupaten Sarolangun; 

b. Program studi yang di.am.bi! sesuai dengao sumber daya manusia yang 
dibutuhkan Pernerintah Kabupaten Sarolangun; 

c. Bekcrja pada Perncrintah Daerah Kabupatcn Sarolangun; 
(2) lzin belajar diberikan kepada penerima, dengan kriteria : 

a. Pcndidikan dilaksanakan di luar jam dinas dan perkuliahan tidak 
menggangu kelancaran rugas kedinasan sehari .. hari; 

b. Biaya Pcnclidikan clitanggung sepenuhnya oleb PNS yang bersangkutan; 
c. Masa kerja minimal 2 tdua) tahun terhitung sejak cliangkat mcnjadi 

PNS; 
d. Tidak menuntut pcnycsuaian ijazah apabila formasi tidak 

memungkinkan; 

BAB ill 
PENERIMA TOGAS BELAJAR, DAN lZIN BELAJAR 

Pasal 3 



BABVI 
PERSYARATAN 

Pua.17 
~. (II Persyaratan calon rugas belajar Strata I, Strata 11 dan Strata Ill, harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. PNS aktif yang bekerja pada Pemcrintah Daerab Kabupatcn Sarolangun 

yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK capeg, SK PNS, SK 
jabatan bagi yang memegangjabatan; 

b. Melampirkan DP3 2 (dua) tahun terakhir dan seriap unsur penilaian 
pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sckurang­ 
kurangnya bemilai baik; 

c. Tidak sedang mcnjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau bcrat 
dibuktikan dengan surat kererangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat; 

d. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pcngetahuan atau 
keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi: 

e. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menunrut penyesu.a.ian ijazah 
kcdalam pangkat apabila formasi bclu.m mcmungkinkan; 

f. Melarnpirkan foto copy kamJ pegawai; 
g. Melampirkan daftar riwayat hidup; 
h. Melampirkan foto copy ijazah Strata I (SI) bagi calon penerima beasiswa 

rugas beJajar Strata u (S-2), dan melampirkan ijaz.ah Strata u (S2t bagi 
calon peoerima rugas belajar Strata rn (SJ! dengan indeks prestasi 
komulatif minimal 2, 75; 

1. Melampirkan surat ketcrangan tidak sedang mcncrima bcasiswa dari 
lembaga/instansi lain; 

c. Teknik; 
d. Ar-sitekrur: 
e. Pemerintahan; 
r. Planologi; 
g. Pertanian; 
h. Pctemakan, Perikanan, Kehutanan; 
1. Komputer; 
J. llmu Kimia; 
k. Fisika; 
1. Maternatika; 
m. Biologi; 
n. Olahraga; 
o. Bahasa lnggris. 

(2) Beasiswa tugas belajar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3J yang dapat 
dipertirnbangkan untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun 
adalah: 
a. Pertarnbangan; 
b. Dokter Spesialis; 
c. Teknik; 
d. Planalogi; 
e. Pertanian: 
r. Petemakan; 
g. Perikanan; 
b. Kehutanan; 
L Umu kimia; 
J. Pendidikan 
k, Lingkungan. 
I. Pcrencanaan; 
m. Sastra ; 

(3) Bantuan beasiswa insidcntil diberikan atas kriteria penilaian pendidikan 
eksakta dan non eksakta unwk program DJ, SI, S2 dan $3. 



Batas usia maksimal PNS yang mengusul tugas bclajar adalah : 
a. 25 tahun untuk Diploma U/10 atau sedcrajat; 
b. 25 tahun unruk Sarjana atau Diploma IV: 

BAB VD 
BATAS USIA TOGAS BELA.JAR 

Pual9 

(2) Usu! pengajuan izin bclajar sebagl\imana dimaksud pada huruf a, diajukan 
kepada Bupati Sarolangun mdalui BKP2D Kabupaten Sarolangun. 

• • 

Pual8 
( l) Syaral bagi PNS yang akan mengajukan izin bclajar Strata I, Strata II dan 

Strata m, harus memcnuhi syarat·syara, sebagai bcrikut: 
a. Biaya pcndidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh tang 

bcrsang)ruum 
b. Tidak meninggalkan tugas kcdinasan clan atau rugas pckerjaan sehari­ 

hari sebagi Pl>S; 
c. Tidak menuntut kenailcan pangkat penycsuaian ija,:ah; 
d. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi 

yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan pckerjaan pada dinas dan 
inatansi yang bersangkutan; 

e. melampirkan : 
Sunn kcterangan sehat jasmaru dan rohani dari dokter 
Poto SK CNPS, SK PN, dan SK pangkat terakhir yang telah dilega)isir. 
Ffot0 copy karyarattu pcgawai ncgen; 
Oaftar riwayat ltidup: 
Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; 
DP3 Dua (2) tahun teralcbir. 
Surat persentjuan dari dinas instansi pegawai yang bersangkutan. 
Surat pemyataan tidal< menuntut pen}uuaian ijazah epabila rormasi 
tidak memungkinkan. 

r. Melampirkan foto copy ijazah SLTA bagj mn belajar Strata I (Sil, lboto 
copy ijazah SU'Ota I bagi calon izin belajar Strata II (S2), dan 
melampirkan lhoto copy ijazab Strata O (S2) bagi calon penerima izin 
belejar Strata m (S3J dcngan indeks prestast komulatifminimal 2,75; 

g, Khusus untuk guru jurusan yang diambil harus sesuai dengan bidang 
studi yang diajarkan: 

h. Tidok sedang mcnjalani hukuman diiuplin tingjcat sedang atau berat 
dibuknkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lnspektorat; 

L Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dcngan pengctabuan atau 
keahlian yang dipcrsyaratkan dalam jabatan pada organisasi; 

) 

(w.1. .. u1 i>bltJlii!f.~ BuYAfl] 

J· Masa kerja minunal 3 (tiga) tahun terhitung Capeg atau 2 (dua) tahun 
sctelab diangkat mcnjlldi PNS, 

k. Mclampirkan surat perserujuan dari pimpinrul instansi asal; 
I. Mendapat rekomcndasi untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi 

dari BKP'20 Kabupaten 5arolangun: 
m. MengaJukan pcrmohonan yang d1rujukan kcpada Bupati Sru-olnngun 

dengan melampirkan surat kcterangan telah Julus tes program S2 dan 
S3 pada perguruan tinggj yang berakreditasi minimnl B dengan jurusan 
scbagaimana dimaksud pada PasaJ 7 ayat (JJ clan ayat (2); 

n. Usia maksimum 25 tabun untuk penenma beasiswa tugas belajar 
program Strata I (SI), Usia makslmum 37 lahun untuk program Strata 
U (S2), dan usia 40 tahun untuk program Strata 111 (S3). 

o. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (duaJ lembar; 
(2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud daJam ayat (I) harus disahkan 

olch pimpinan unit kcrja. 

• 



Peserta rugas belajar SI, S2 dan S3 yang tidak mclaksaoakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat I dan ayat 2, dikenakan 
sanksi berupa mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh daerah 
dan tidak diperkenanka.n mendapat bantuan beasiswa tahun berikumya, 
dalam ha! yang bersangkutao memberikan lceterangan dan dokumen yang 
teroyata dikemudian hari ditemukan tidak benar. 

Pua! 11 

-·. 

BAB VllJ 
KEWAJIBAN DAii SAIIKSI PENERIMA BEASISWA TUGAS BELAJAR DAii 

BAIITUAII BEASISWA IllSIDENTIL 
Pua! 10 

( l) Penerima tugas belajar SI diwajibkan : 
a. Mcaandatangani surat pemyataan kesanggupan unuik mematu.hi 

seluruh ketentuan yang diberlakukan bagi penerima beasiswa; 
b. Memberikan laporan perkembangan pendidikan kepada Bupati 

Sarolangun seuap akhir semester; 
c. Untuk program beasiswa rugas belajar SI, mahasiswa wajib 

menyelesaikao studi paling lama dalamjaagka waktu 4 [ernpat] tahun; 
d. Melaksaoakan tugas setelah sclcsai mcogilruti peodidikan Strata I 

minimal 2 (dua) tahun sebelum melanjuckan tugas belajar Strata 2. 
(2) Penerima beasiswa rugas belajar 82 dan S3 diwajibkan : 

a. Menandatangani surat peroyataan kesanggupan untuk mematuhi 
seluruh ketentuan yang dibcrlakukan bagj penerirna beasiswa; 

b. Meninggalkan pekerjaan dan jabatan yang mclekat pada saat mcngikuti 
pcadidikan dan Status kepegawaian pencrima beasiswa tugas belejar $2 dan 
83 secara langsung menjadi staf BKP2D Kabupaten Sarolangun; 

c. Memberikan laporan perkembangan pendidikan kepada Bupati 
Sarolangun setiap akhir semester; 

d. Mcnandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk bekerja atau 
mengalxli dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun setelah 
lulus paling sedikit 5 (lima) l.abun terhitung penugasan kembali; 

e. Untuk program beasiswa tugas belajar S2, mahasiswa wajib 
mcnyclcsaikan studi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; 

f. Uatuk program bcasiswa rugas belajar S3, manasiswa wajib 
menyelesaikan studi paling lama dalam jangka waktu 4 (em pat) tahun; 

g. Mcngikuti pendidikan dcngan kcsungguhan dan penuh tangung jawab 
serta menyelesaikan pendidikan tepat pada waktu yang diletapkan; 

h. Mcnjaga aama baik daerah dan sikap serta perilaku selama mengikuti 
pendidikan; 

,. Membuat surat pemyataan bersedia membayar ganti rugi seluruh biaya 
yang tclah diberikan oleh daerah dalam ha! yang bersangkutan 
mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari pendidikan karena 
kesalahan sendiri yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang 
bersangkutan; 

J, Memberikan laporan kepada Bupati Sarolangun yang ditembuskan ke 
BKP20 Kabupaten Sarolangun bahwa yang bersangkutan telah selesai 
mengikuti pendidikan; 

k. Melaksanakan tugas setelah selesai mengilruti pendidikao Strata 2 
minimal 2 (dua) tahun sebelum melanjutkan rugas belajar Strata 3; 

l. Menyerahkan Tesis setclah selesai mengikuti peodidikan Strata 2 dan 
menyerahkan Disertasi setelah setesai mengikuti tugas belajar Strata 3 
kepada Bupati Sarolangun melalui BKP2D Kabupaten Sarolangun. 

' 

c. 37 tahun unruk Magister at.au setara; 
d, 40 tahun untuk Doktor. 



Diundangkan di Sarolangun 
Pada tanggal ;Jyfl11•011 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABW EN SAROLANOUN, 

H. CEKENDRA - 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal ,}y .;i.,.,-· 2012 

BUPATISAROLANOUN, 

4 
- 

Agar seuap orang dapat meogetahuinya, 
memerintahkan peogundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pua.113 

BABX 
KETEIITUAII PENUTUP 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
terhadap : 
a. Program tugas belajar; 
b. Perkcmbangan penerima tugas belajar dalam mengikuti pendidikan; 
c. Prestasi akademil< penerima rugas belajar; 

(3) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Sarolangun 
melalui Sekretaris Daerah selaku kerua Tim Koordinasi Pendidikan Tinggi 
dan Beasiswa sccara berkala scsuai kebutuhaa. 

(!) Untuk tercapainya maksud dan tujuan serta kesinambungan program 
pernberian tugas belajar dan izin belajar, Tim yang dibentuk akan 
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan. 

Pasal 12 

BAB IX 
MOJIJTORlllO DA.lf EVALUASI 

( MINUT PEllAJURtN BUPATI] 


